Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pett kediaman di Dusun Penyorong, Rt. 006 /
Labuhan Bajo, Kecamatan Utan, Kabupaten

Sebagai Pemohon;

melawan

Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bayang, Rt. 001 /
Rw. 002, Desa Jorok, Kecamatan Unter lwes, Kabupaten
Sumbawa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

26 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa

Besar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
263/Pdt.G/2019/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 Pemohon dengan Termohon

melangsungkan pernikahan di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa,
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i Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan
h Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan,
: 0289/18/X/2014, tanggal 10 Oktober

Pemohon dengan Termohon tinggal di

ebabkan antara lain :

4.1. Termohon sudah tidak kecocokan dalam hal mempertahankan
prinsip masing masing;

4.2. Termohon sering meminta cerai dalam setiap bertengkar;

4.3. Termohon tidak mau mendengar nasehat dan tidak menghargai
Pemohon sebagai suaminya;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Mei
Tahun 2017, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah
tempat tinggal sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-
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melanggar norma hukum dan norma agama
akan jalan terakhir bagi Pemohon untuk
antara Pemohon dengan Termohon;

seluruh biaya yang timbul akibat perkara

on datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak
datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur
mediasi, akan tetapi oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam
persidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan
serta pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha kembali
hidup rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
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dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah

ah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
or: 0289/18/X/2014, tanggal 10 Oktober
ukup lalu Ketua Majelis mencocokkan

lah sesuai kemudian bukti tersebut oleh

-saksi sebagai berikut:

I 2o sidang mengaku sebagai tetangga

Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang
menikah tahun 2014;

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, namun belum

dikaruniai anak;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon
bertengkar, namun saksi mengetahui sejak 3 tahun yang lalu

Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
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ndamaikan Pemohon agar rukun kembali
dak berhasil;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena

Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 3 tahun yang lalu;

Bahwa penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon karena

Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

Bahwa sejak perginya Termohon antara Pemohon dan Termohon

pisah tempat tinggal;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan
Termohon, namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon

menerima dan membenarkannya;
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kesimpulan secara lisan yang
eraikan Termohon dan mohon putusan,

gl memberikan kesimpulannya, karena tidak

raian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal
drita acara persidangan yang merupakan

putusan ini;

BANGAN HUKUM

an tujuan permohonan Pemohon adalah

on dan Termohon telah dipanggil sesuai

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dalam
persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak
dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun proses mediasi dinyatakan tidak dapat
dilaksanakan, akan tetapi dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu
berusaha menasehati dan memberi arahan kepada Pemohon agar dapat
berdamai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama
Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini
adalah Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2014

antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus—menerus

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.263/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6




ar nasihat dari Pemohon dan tidak

s@aminya, Termohon sering meminta untuk

Termohon tidak hadir yang secara hukum

ab dan membantah terhadap apa yang

Vienimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1) dan (P.2) yang mana
akan dipertimbangkan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) adalah bukti tertulis berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya dan merupakan akta autentik (vide Pasal 285 R.Bg.), isi bukti
tersebut menjelaskan tentang ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon
yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana
maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, selain itu bukti
tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga
bukti tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang

sempurna dan mengikat, yang membuktikan posita Pemohon pada angka
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terbukti, sehingga Majelis Hakim patut
on dan Termohon terbukti telah dan masih
sah, sekaligus merupakan pihak yang

dan berkepentingan dalam perkara ini

an bukti (P.2) adalah bukti tertulis berupa
ang merupakan akta otentik dan telah

dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon adalah benar

sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat untuk meneguhkan dalil-
dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang
mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh
Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di
persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa
satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar
kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg, saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga
dapat di terima,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon yang

menyatakan bahwa para saksi mengetahui secara langsung tentang ketidak
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aksian tersebut menguatkan permohonan

5 Hakim patut menyatakan permohonan

keterangan para saksi tersebut adalah
dlevan dengan dalil yang harus dibuktikan

an dan mendukung antara satu dengan

ah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi
karena sejak bulan Mei 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah

tempat tinggal;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa sejak pisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak saling perduli;
Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan
tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di
persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus
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ang telah terbukti dan selanjutnya dapat
hstitoir perkara a quo;

arkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
nah tangga yang dialami Pemohon dan
pa yang pada klimaksnya Pemohon
agi dengan Termohon dalam berumah
enunjukkan bahwa perkawinan Pemohon
roken marriage), sehingga sangat tidak
rumah tangga yang sakinah, mawaddah
perkawinan yang terdapat pada Pasal 1
974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan

Ar-Ruum ayat 21:

Isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka telah terbukti
adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon, karena pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut
mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan
dan/atau ketidakharmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga, yang
dalam hal ini berupa kondisi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan
Termohon sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang, hal ini juga sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26
Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi

terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
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bahwa suami istri harus mempunyai
kehidupan suami istri yang bertujuan
haruslah berada dalam satu rumah dan

an atau keluar dari kediaman bersama

Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan istri harus saling
cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir
maupun batin yang satu kepada yang lain”, sedangkan rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Pemohon terlihat dalam setiap
persidangan untuk menceraikan Termohon, walaupun Majelis Hakim selalu
memberikan masukan dan nasehat kepada Pemohon untuk membina rumah
tangga dengan Termohon, hal ini menunjukan bahwa memang rumah tangga
Pemohon dan Termohon tidak bisa dibina lagi dan merupakan petunjuk bagi
Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat
ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian,
namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga

sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat
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Disclaimer

ini sesuai dengan Hadits Rosululloh yang

Ol alll sie M| jal

g dibenci oleh Allah adalah thalag”.
an Al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 227

Majells berbunyi:

alln HJE 5100 152 52 s
am (berketetapan hati untuk) talak maka
gar lagi Maha mengetahui”.

hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan

an-Nisa ayat 130 menyebutkan'

SGMuoySdUI lSw ”ulg

i g dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha
w Maha Bijaksana”;

pbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak melawan
hukum dan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk
dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (Onheelbare Twespalt) serta
mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai
dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor
1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila
perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan
pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon

tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan
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itu permohonan Pemohon patut dikabulkan
ang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
§ telah diubah pertama dengan Undang-

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

ermohonan Pemohon untuk menceraikan
afberdasarkan Pasal 118 Intruksi Presiden
pilasi Hukum Islam, maka permohonan

K Satu Raj'i yang mana akan dicantumkan

Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7

Agama sebagaimana telah diubah pertama

ekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan tidak pernah
hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon telah cukup alasan
dan tidak melawan hukum, serta telah terbukti maka berdasarkan Pasal 149
ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya
Termohon (verstek), dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan
pendapat ahli figh yang tercantum di dalam kitab 'lanatut Thalibin Juz IV hal
380, kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, yang
berbunyi:

- (] T o o 3 = _ ﬁo
15 5337 51 lsn pudall o2 31 Al o2 ColE L2 élaills
- _ o _
453 Sedall g OB O
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lus perkara atas orang yang tidak berada di
baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau
Aukti yang kuat;”
perkara a quo masuk dalam bidang
asal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Agama, sebagaimana diubah dengan
2006 dan perubahan kedua dengan
2009, maka biaya perkara dibebankan

gaturan perundang-undangan yang berlaku
dengan perkara ini;

MENGADILI
g telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
Jan, tidak hadir;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 386.000,00. (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 02 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Doni Burhan Efendi,S.H.I.,
sebagai Ketua Majelis, Sugianto, S.Ag., dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,
S.E.l., M.S.l.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu
oleh Syaifullah, S.Ag., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon

tanpa hadirnya Termohon;
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Ketua Majelis,
ttd

Doni Burhan Efendi,S.H.l.

Panitera Pengganti,
ttd

Syaifullah, S.Ag.

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
ATK Perkara :Rp 50.000,00
Panggilan :Rp  270.000,00
PNBP Relas : Rp 20.000,00

- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp  386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar
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